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ABSTRAK

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi
tertentu.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perhatian dan
dorongan untuk terus berkarya karena hasil ciptaan mereka sangat dihargai dan sudah
dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Namun dalam prakreknya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 belum sepenuhnya dapat terlaksana hal ini dikarenakan belum
adanya regulasi khusus yang mengatur secara teknis pelaksanaan hak cipta untuk dapat
dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. Dalam Penelitian ini menggunakan metode
normatif dan bertujuan untuk Untuk menganalisis implementasi Undang-undang Nomor
28 tahun 2014 tentang hak cipta dan menganalisis konsep hukum yang seharusnya terkait
hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia serta melihat peran notaris dalam membuat akta
pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta sebagai obyek jaminan. Dengan
menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta /
kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk
mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan yaitu
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep
(conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan
pendekatan sejarah (historical approach). Hasi penelitian menunjukan bahwa Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah memuat mengenai ketentuan
bahwa hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Akan tetapi dalam praktek
perbankan sampai saat ini masih belum terlaksana sepenuhnya karena beberapa
hambatan yaitu belum adanya peraturan pelaksanaan yang khusus mengenai Hak Cipta
sebagai objek jaminan fidusia. Konsep hukum dalam hak cipta sebagai obyek jaminan
fidusia seharusnya tidak hanya mengatur dan melindungi hak cipta saja, akan tetapi lebih
kepada mekanisme pelaksanaannya. Peranan notaris dalam pembuatan akta jaminan
fidusia atas hak cipta adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta
pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat
(1) UU Nomor 2 Tahun 2014 jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999.

Kata kunci: Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Notaris



ABSTRACT

Copyright is an exclusive right or only the Creator or Copyright Holder has the right to
govern the use of the work or the outcome of a particular idea or information. Law
Number 28 of 2014 has given the attention and encouragement to continue working
because their creations are greatly appreciated and can be used as fiduciary security
object. However, in the pre-regulation of Law Number 28 Year 2014 has not been fully
implemented this is because there is no special regulation that regulates the technical
implementation of copyright to be used as an object of fiduciary guarantee. In this study
using the normative method and aims to To analyze the implementation of Law No. 28 of
2014 on copyright and analyze the legal concepts that should be related to copyright as
fiduciary security objects and see the role of notary in making the deed of fiduciary
assertion of copyright as the object guarantee. By using the logic of deductive thinking,
the thinking pattern based on a fact / reality that is common, then drawn conclusions that
are specific, to achieve clarity of issues discussed. The approach used is statutory
approach, conceptual approach, comparative approach and historical approach. The
result of research shows that Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright has
already contained the provision that copyright can be the object of fiduciary guarantee.
However, in the practice of banking until now still not fully implemented because of some
obstacles that is not yet existence of regulation that special about Copyright as object of
fiduciary guarantee. The concept of law in copyright as the object of fiduciary guarantee
should not only regulate and protect the copyright, but rather the mechanism of its
implementation. Notary's role in making fiduciary guarantee certificate on copyright is as
general official authorized to make deed of fiduciary fiduciary of copyright as specified
in Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014 jo Article 5 paragraph (1) of Law
Number 42 Year 1999 .

Keywords: Copyright, Fiduciary Guarantee, Notary
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BABI
PENDAHULUAN
H. Latar Belakang

Hak kekayaan Intelektual (HKI) adalah padanan kata yang
bisa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak
yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk
atau proses yang berguna untuk manusia. Istilah Intellectual
Property Rights (IPR) ini berasal dari kepustakaan sistem hukum
anglo saxon.!

HKI dapat diartikan sebagai hak kepemilikan terhadap
karya- karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuaan
intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi. Karya karya tersebut merupakan kebendaan tidak
berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas
seseorang atau manusia dalam bidang lmu pengetahuan dan
teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang
memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.?

Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara

ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur

! Rachmadi Usman. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual:
Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung. Aluni. Him. 1.

2 Ibid. Hlm 2.



dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena
kemampuan intelektual manusia.3

Secara Konvensional HKI dibagi dua, yaitu Hak Cipta dan
Hak Kekayaan Industri yang terbagi atas berbagai bidang HKI,
seperti paten, merek, desain, industri dan lainnya. Hak cipta
merupakan perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaannya
dan penciptanya, bukan hanya sekedar sebagai hasil
penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta
seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi
juga diharapkan akan dapat mengakibatkan semangat dan minat
yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra.*

Adapun ciptaan yang dilindungi meliputi dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:
1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis, uang diterbitkan, dan

semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramabh, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan.

4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

pantomim.

3 Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia R.I., Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual iii, Tanggerang, 2013.
4 Rachmadi Usman. Op. Cit. Him. 2-3.



10.

11.

Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

Karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau
seni motif lain.

Karya fotografi, potret, dan karya sinematografi.

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.
Modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau
data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program
computer maupun media lain.

Kompilasi ekspresi budaya trasional selama kompilasi tersebut

merupakan karya yang asli.

12. Permainan video dan program komputer.

Sedangkan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta

adalah sebagai berikut:

1.

2.

Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.

Ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau
data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan dengan
digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah
ciptaan.

Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk
menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya

ditujukan untuk sebuah kebutuhan fungsional.



4. Hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-
undangan, pidato Lkenegaraan atau pidato pejabat
pemerintah.

5. Putusan pengadilan atau ketetapan hakim dan kitab suci atau
simbol keagamaan.

Secara yuridis sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak
eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata
tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hak cipta merupakan hak kebendaan yng mempunyai hak
ekonomi (economic right ) dan hak moral ( moral right ). Hak
ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas
ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan Hak moral adalah hak
yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat
dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta
atau hak terkait tersebut telah dialihkan.®

Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat pemegang hak
cipta tersebut memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk
menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya

ciptanya dengan mendapatkan royalti.

5 Ermansyah Djaja. 2014. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta.
Sinar Grafika. Hlm. 4.



Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan
keuntungan secara finansial pada hak cipta, maka dapat dikatakan
bahwa hak cipta dapat menjadi obyek jaminan.

Dalam kaitannya dengan hak cipta sebagai obyek jaminan,
suatu hak cipta yang dapat digunakan sebagai obyek jaminan
tentunya yang mempunyai nilai ekonomis, telah didaftarkan ke
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan masih dalam
masa perlindungan karena berkaitan dengan nilai keekonomian
hak cipta tersebut. Lembaga jaminan yang paling memungkinkan
dibebankan pada hak cipta sebagai obyek jaminan utang adalah
lembaga jaminan fidusia mengingat pada jenis obyek jaminan yang
berupa benda bergerak dan mengenai penyerahan benda
jaminan.®

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (3)
menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
Pada Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta yang menyebutkan secara jelas bahwa “Hak Cipta dapat
dijadikan obyek jaminan fidusia”. Pada ayat berikutnya dijelaskan,
bahwa jaminan obyek fidusia dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini tentunya
memberikan suatu kepastian hukum bagi para pemegang hak cipta

untuk menjaminkan ciptaannya.

6 Sudjana. 2012. “Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak
dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia”. jurnal Mimbar Hukum UGM,
Volume 24, Nomor 3 : 406-407.



Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah
karena hak cipta termasuk dalam hukum benda yang sifatnya
immateril. Adapun yang dimaksud dengan benda menurut ketentun
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:?

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan

dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,

yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak

maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan atau hipotek”.

Dengan adanya peraturan ini terjadinya sinkronisasi antara
Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Cipta.
Pendaftaran hak cipta untuk dijadikan obyek jaminan merupakan
konsep hukum baru dalam konsep hukum jaminan di Indonsia.
Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan fidusia yang
muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit
dengan jaminan barang bergerak, dimana benda tersebut tetap
berada dibawah kekuasaan kreditur, yang beralih adalah hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, Sertifikat
jaminan fidusia terbit berdasarkan akta jaminan fidusia yang
didaftarkan melalui mentri kehakiman dan Hak Asasi Manusia
melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga terhadap benda yang
dibebankan dengan jaminan fidusia selain harus dibuatkan akta

tersendiri dengan akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia

! Undang Undang Repubik. Indonesia. No. 42. Tahun 1999. Jaminan
Fidusia. Pasal 1 ayat (4).



juga harus dilakukan pendaftaran oleh penerima fidusia yang
dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia.

Jika dilihat dari sisi notaris selaku pejabat umum yang salah
satu kewenangannya membuat akta jaminan fidusia maka
permasalahan yang timbul dari sisi notaris adalah bagaimana peran
notaris dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta
mengingat fidusia atas hak cipta merupakan suatu hal yang relatif
baru dalam dunia hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti
dan menuangkan dalam suatu tulisan dalam bentuk tesis berjudul
Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan

Dengan Pengembangan Obyek Fidusia.

I. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 28 tahun
2014 tentang hak cipta terkait dengan hak cipta yang dijadikan
sebagai obyek jaminan fidusia ?

2. Bagaimana konsep hukum yang seharusnya terkait dengan
hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia ?

3. Bagaimana peran notaris dalam membuat akta pembebanan
jaminan fidusia atas hak cipta sebagai obyek jaminan ?

J. Tujuan Penelitian



1. Untuk menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 28
tahun 2014 tentang hak cipta terkait dengan hak cipta yang
dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia.

2. Untuk menganalisis konsep hukum yang seharusnya terkait
hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia.

3. Untuk melihat peran notaris dalam membuat akta
pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta sebagai obyek

jaminan.

K. Manfaat Penelitian
3. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan
memberikan wawasan pemikiran bagi pengembangan aspek
ilmu hukum pada umumnya sedangkan khususnya dalam hukum
bisnis tentang penggunaan hak cipta sebagai obyek jaminan
utang menurut perspektif hukum jaminan Indonesia.
4. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pihak-pihak terkait seperti pemerintah, perbankan, lembaga
jaminan, aparat penegak hukum dan pihak yang terkait dalam

penggunaan hak cipta sebagai obyek jaminan utang .

L. Kerangka Teoritis



4. Grand Theory
Teori Manfaat / Utilitarian

Teori utilitas menekankan pada tujuan hukum dalam
memberikan kemanfaatan / faedah kepada orang terbanyak dalam
masyarakat. Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan
yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-
banyaknya (the greatest good of the greatest number). Pada
hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam
menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi
jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini antara lain adalah
Jeremy Bentham.8

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan
kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar Lkepada sebanyak-
banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan
kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah
kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya
orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat
tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian
kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai
kebahagiaan (happiness).

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, dapat dilihat dengan
kacamata teori Utilitarianisme ala Bentham, yakni

berupaya memberikan gambaran tentang hukum yang bisa

8 Besar. “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia
di Indonesia”. < http://business-law.binus.ac.id> 30 Juni 2016.



http://business-law.binus.ac.id/

bermanfaat bagi masyarakat banyak. Teori ini menjadi dasar
pemikiran perkembangan Hak Cipta di Indonesia, bahwa tujuan
hukum itu adalah untuk memberi kemanfaatan bagi banyak orang,
yakni kemanfaatan hukum yang memberikan perlindungan bagi
setiap individu kreatif melalui sarana multimedia dengan
memberikan perlindungan secara moral maupun secara ekonomi

atas kreativitas ciptaannya.

5. Middle Range Theory
Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dalam pandangan Fitzegerald dan
Salmond dan menyatakan bahwa:®

“hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikaan berbagai kepentingan dalam
masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan,
perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat
dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan
dilain pihak”.

Teori perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Philipus
M. Hadjon yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah :10

“Suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya
keharusan pada diri sejumlah sumber daya guna
kelangsungan eksistensi subyek hukum yang di jamin dan
dilindungi oleh hukum agar kekuatan nya secara
terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik
maupun ekonomi khususnya dalam distribusi sumber daya
baik pada peringkat individu maupun struktural”.

® Heri Gunawan. 2014. “Analisis Konsep Kebendaan Yang Akan Ada
Sebagai Objek Jaminan Fidusia dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Di Kota
Palembang”, tidak diterbitkan. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya. Hlm. 22.

10 Ibid. Hlm 23.



Perlindungan hukum dalam hak cipta diperlukan untuk
menghidari resiko yang potensial timbul dari pengguna secara
tidak sah yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan moral
bagi penemu/ pencipta/ pendesain. Meskipun aturan-aturan hukum
hak cipta yang ada telah cukup memberikan perlindungan hukum,
namun secara praktikal terdapat kelemahan dalam penegakan
hukum hak cipta itu sendiri.!!

Menurut Robert M. Sherwood ada beberapa teori yang
mendasari perlunya perlindungan terhadap HKI adalah :12
1. Reward theory, yang memiliki makna yang sangat mendalam

berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah
dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta
atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan
atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan
karya-karya intelektual tersebut.

2. Recovery theory, teori ini sejalan dengan prinsip yang
menyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah
mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan
karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah

dikeluarkannya tersebut.

11 Ibid. Hlm 23.

12 Tannati. 2007. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual erhadap
Traditional Knowledge Guna Pebangunan Ekonomi Indonesia”. Skripsi. Tidak Diterbitkan.
Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 59.



3. Incentive theory, teori yang sejalan dengan teori reward, yang
mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan
insentif bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut.
Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk
mengupayakan  terpacunya = kegiatankegiatan  penelitian
berikutnya dan berguna.

4. Risk theory, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil
karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam
rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat
berisiko terhadap nyawa peneliti/ penemu bila tidak hati-hati,
terlebih dia telah mengelurkan biaya, waktu dan tenaga yang
tidak sedikit.

5. Economic growth stimulus theory, mengakui bahwa perlindungan
atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan
yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah
keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas

HKI yang efektif.

Sedangkan Anthony D’Amato dan Doris Estelle Long

mengemukakan teori mengenai perlindungan HKI sebagai berikut

.13

1) Prospect theory

13 Ranti Fauza Mayana. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia.

Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 45.



Merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang paten.
Dalam hal seorang penemu menemukan penemuan besar yang
sekilas tidak begitu manfaat yang besar namun kemudian ada
pihak lain yang mengembangkan penemuan tersebut menjadi
suatu temuan yang berguna dan mengandung unsur inovatif,
penemu pertama berdasarkan teori ini akan mendapat
perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali
ditemukannya tersebut. Dalam hal ini penemu pertama
mendapatkan perlindungan berdasarkan asumsi bahwa
pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya
hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang
ditemukannya pertama kali.
2) Trade secret avoidance theory
Menurut teori, apabila perlindungan terhadap paten tidak
eksis,perusahan-perusahaan akan mempunyai insentif besar
untuk melindungi penemuan mereka melalui rahasia dagang.
Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di dalam
“menyembunyikan” penemuannya dengan menanamkan modal
yang berlebihan. Berdasarkan teori ini, perlindungan hak paten
merupakan suatu alternatif yang secara ekonomis sangat efesien.
3) Rent dissipation theory

Bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada penemu
pertama atas temuannya. Seorang penemu pertama harus

mendapat perlindungan dari temuan yang dihasilkannya



walaupun kemudian penemuan tersebut akan disempurnakan
oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan
penemuan yang telah disempurnakan tersebut. Apabila
penemuan yang telah disempurnakan tersebut dipatenkan, hasil
penemuan dari penemu semula akan kalah bersaing di pasaran.
Rent dissipation theory menyebutkan bahwa suatu penemuan
dapat diberikan hak paten bilamana penemuan itu sendiri
mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat dan dibuat

secara komersial lebih berguna.

6. Applied Theory
a. Teori hukum Benda

Hukum Benda adalah Peraturan -peraturan hukum yang
mengatur tentang benda atau barang-barang (zaken) dan Hak
Kebendaan (zakelijk recht). Pengertian benda dapat dibedakan
menjadi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Pengertian benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang dapat
diihat saja (berwujud). Sedangkan pengertian benda dalam arti
luas disebut dalam Pasal 509 KUHPerdata yaitu benda ialah tiap
barang-barang dan hak-hak yamg dapat dikuasai dengan hak milik
atau denga kata lain benda dalam konteks hukum perdata adalah
segala sesuatu yang dapat diberikan / diletakkan suatu Hak

diatasnya, utamanya yang berupa hak milik.



Menurut Prof. Subekti Benda dalam arti luas adalah segala
sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, sedangkan perkataan benda
dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja. Lebih
lanjut Prof. Subekti menjelaskan hak kebendaan adalah suatu hak
yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang
dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Ilmu hukum dan
perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia
atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan. Suatu hak
kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan
suatu hak perseorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan
terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan
terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak
perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara

orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.!4

b. Teori Hukum Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari “zekerheid” atau
“cautie”, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunsi
perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara
menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai
tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur

terhadap krediturnya.!$

14 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, hlm. 62
15 Rahmadi Usman. 2008. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta. Sinar
Crafika. hlm. 66.



Menurut Salim HS hukum jaminan adalah keseluruhan dari
kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara
pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan
pembebanan jaminan untuk fasilitas keredit.!6

Menurut Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan
sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor
dan atau pihak ketiga Lkepada kreditor untuk menjamin
kewajibannya dalam suatu perikatan.!? Sedangkan ]. Satrio
menyebutkan bahwa hak jaminan kebendaan memberikan seorang
kreditor sebuah kedudukan yang istimewa atau lebih baik dari
kreditor-kreditor lain nya, kedudukan tersebut antara lain meliputi
.18
a. Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam melakukan

pelunasan atas tagihan dari hasil penjualan benda tertentu
milik si debitor.

b. Ada benda tertentu milik debitor yang dipegang oleh
kreditor atau terikat kepada hak kreditor yang berharga bagi
debitor dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis
kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya dengan baik

kepada kreditor.

16 HS, Salim. 2005. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta.
Raja Grafindo Persada. Edis II. Hlm. 6.

17 Mariam Darus Badrulzaman. 2000. “Beberapa Permasalahan Hukum
Jaminan”. Jurnal Hukum Bisnis Volume 11. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, ,
hlm. 12.

18 D Y Witanto, 2015. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian
Pembiayaan Konsumen, (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan FEksekusi). Bandung,
Mandar Maju, hlm. 46.



M. Penjelasan Konseptual
Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang
akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam
penelitian hukum normatif dimungkinkan untuk menyusun kerangka
konsepsional tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang
dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses
pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.!® Untuk
menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya
dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang
penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut:
6. Hak Kekayaan Intelektual
Hak kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu ilmu yang
mengedepankan dan memaksimalkan daya pikir manusia untuk
menghasilkan suatu karya melalui pengorbanan-pengorbanan baik
waktu, tenaga, dana dan pikiran yang sekaligus memberikan
kontribusi kepada masyarakat pada umumnya. Artinya suatu ilmu
yang tumbuh dari suatu objek tertentu, dari yang tidak berwujud
(intangible) kemudian menjadi yang berwujud (tangible). Dengan
demikian timbulnya suatu ide atau gagasan manusia melalui proses

yang disebut intelektual (Creation Of The Mind), yang pada

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : , PT. Raja Grafindo Persada, hlm.12.



akhirnya menghasilkan suatu karya, baik dalam bidang hak cipta,
desain industri, paten, merek ataupun sebagainya.?°
1. Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah hak
eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata
tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 2!
8. Benda

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan
dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang
terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang
tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau
hipotek.
9. Jaminan Fidusia

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan pengertian
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

20 Hendra Tanu Atmdaja. 2002. Perlindungan Hak cipta Berdasarkan
Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Jakarta, CV. Pratiwi Jaya Abadi
Publishing. Kata Pengantar, hlm iii

21 Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta.



sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam
penguasaan Pemberi Fidusia, sebagali agunan bagi pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.??

10.Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai
wewenang khusus, Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan
dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang

lainnya.

N. Metode Penelitian
8. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengacu
kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi fokus
penelitian ini adalah aturan hukum yang mengatur tentang Hak

Cipta yakni Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

22 Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.



Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PP
No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia serta UU No.2 Tahun
2014 tentang Jabatan Notaris.
9. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis
normatif, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual
approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan
pendekatan sejarah (historical approach).
10.Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah
penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam konsep normatif
ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan
yang harus diwujudkan (ius constituendum), ataupun norma yang
telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara
positif telah terumus jelas (ius constitutum) untuk menjamin
kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan
produk dari seorang hakim (judgments) pada waktu hakim itu
memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya
kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.
Karena setiap norma baik yang berupa asas moral keadilan,
ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum perundang-

undangan maupun yang judgmade selalu eksis sebagai bagian dari



suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum
harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka
setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma
ini dapatlah disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal dan
metodenya disebut sebagai metode doktrinal.??
Penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan
mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto tentang 5 (lima)
konsep hukum yang berlaku pada saat ini dan sesuai dengan
konsep hukum kedua yaitu hukum adalah norma-norma positif di
dalam sistem perundang-undangan.
Soetandyo Wignyosoebroto membedakan lima tipe kajian
hukum berdasarkan perbedaan konsep hukum. Perbedaan tipe
kajian ini akan menyebabkan juga perbedaan dalam pemilihan dan
penggunaan metode kajian. Lima konsep kajian tersebut kemudian
dikembangkan oleh Setiono adalah :24
a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat
kodrati dan berlaku universal.

b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-
undangan

c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan

tersistematis sebagai judge made law.

28 Burhan Ashshofa. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT.
Rineka Cipta, hlm. 33.

24 Setiono. 2010. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum,
Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, hlm 20.



d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang
terlembagakan,eksis sebagai variabel sosial yang empirik.

e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku
sosial sebagimana tampak dalam interaksi antar mereka.

Dalam penelitian hukum ini penulis akan menggunakan
konsep hukum yang ke-2 karena penulis akan menghubungkan
perundang-undang hak cipta dan pengaturan-pengaturan hukum
jaminan di Indonesia.

Sumber data merupakan tempat di mana data suatu
penelitian dapat diperoleh. Mengacu pada pendapat Soerjono
Soekanto yang membedakannya menjadi 3 (tiga) dilihat dari
kekuatan mengikatnya, maka penulis menggunakan sumber data
sebagai berikut :2°

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti :

a. Buku-buku literatur tentang kebijakan, ataupun literatur

yang berhubungan dengan penulisan tesis

25 Soerjono Soekanto, 1982. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. Ul
Press. hlm. 52.



b. Hasil-hasil penelitian antara lain penelitian yang berkaitan
dengan penulisan tesis

3. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, dalam tesis ini penulis

menggunakan bahan dari media internet, kamus Black’s Law

Dictionary, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

11.Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian
Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan
penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang
mendukung dengan masalah yang diteliti, maka kegiatan
pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara
pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan Studi
Dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.
12.Tehnik Pengolahan Penelitian
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis terhadap data kualitatif (data yang berbentuk uraian/kata-
kata) secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk

menggambarkan hasil penelitian. Kemudian semua data yang



terkumpul ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Data
yang telah terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan
metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan
suatu fakta / kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik
kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan

permasalahan yang dibahas.

13.Tehnik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam kegiatan
penelitian, yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas
data yang sudah diolah dan diperoleh dari data sekunder berupa
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.
Artinya, setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan
diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk
dipergunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.
Selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan
menemukan hubungan antar data yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai,
sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai
permasalahan yang diteliti.

14.Tehnik Penarikan Kesimpulan
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